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ABSTRAKSI

Pembangunan di bidang ekonomi merupakan calah satu kebijakan pemerintah
yang diarahkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Di sisi yang
lain pembangunan menimbulkan dampak negatif di antaranya adalah kerusakan dan
pencemaran yang mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kerusakan fungsi
lingkungan hidup mengakibatkan masyarakat tidak dapat menikmati lingkungan hidup
yang baik dan sehat.

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang
oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup.
Dengan adanya sengketa maka perlu ada suatu usaha penyelesalan agar situasi dan
kondisi masyarakat relatif damai..

Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai wahana masyarakat yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan berperan serta dalam pengelolaan lingkungan dengan cara terlibat
dalam kegiatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yundis sosiologis karena
permasalahan vang diteliti ada keterkaitan antara faktor yuridis dengan faktor sosiclogis.
Aspek yuridisnya meliputi Undang-Undang, peraturan-peraturan yang mengatur tentang
lingkungan hidup dan peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat sedangkan aspek
sosiologis meliputi peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyelesaian
sengketa lingkungan hidup. Sampel penelitian hukum ini meliputi 3 (tiga) Lembaga
Swadaya Masyarakat yang terlibat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di
Jawa Tengah yaitu Lembaga Bantuan Hukum Semarang, Yayasan Gita Pertiwi dan
Yayasan Pengembangan Hukum Indonesia.

Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyelesaian sengketa
lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup terutama Pasal 5, 6 dan 7 tentang peran serta masyarakat
dalam pengelolaan lingkungan hidup serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Peran serta Lembapga Swadaya Masyarakat dalam penyelesaian sengketa
lingkungan hidup merupakan peran imperatif karena harus dilakukan untuk mewujudkan
visi dan misi Lembaga Swadaya Masyarakat serta melaksanakan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kegiatan Lembaga Swadaya
Masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup meliputi upaya preventif dan
upaya represif. Upaya preventif meliputi identifikasi masalah lingkungan hidup,
pendidikan kritis = kepada masyarakat. Upaya represif meliputi pengorganisasian
masyarakat dan pendampingan masyarakat. Ditinjau dari teori Arnstein tentang peran
serta masyarakat, peran serta Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam
penyelesaian sengketa lingkungan hidup telah melaksanakan tangga yang ke-enam yakni
kemitraan termasuk kategori kekuasaan masyarakat dari Delapan Tangga Peran Serta
" Masyarakat karena melalui kegiatan-kegiatannya Lembaga Swadaya Masyarakat bersama
masyarakat telah memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan.
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Dalam melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup Lembaga Swadaya
Masyarakat mengalami hambatan-hambatan. Hambatan teknis Lembaga Swadaya
Masyarakat meliputi Penegakan hukum lingkungan yang cenderung tidak pemnah
dilakukan oleh aparat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya lemahnya posisi
tawar masyarakat sehingga tidak mampu menolak kebijakan pemerintah yang merugikan
lingkungan hidup, terbatasnya kemampuan sumber daya manusia yang berada dalam
struktur pemerintahan sehingga penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ada tidak
efektif, Lembaga Swadaya Masyarakat belum dianggap sebagai mitra pemerintah dalam
penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Hambatan yuridisnya adalah kebijakan
pemerintah yang cenderung mengalahkan kepentingan kelestarian fungsi lingkungan
hidup, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alat bukti menyebabkan
kesulitan mencari alat bukti tentang pencemaran dan mahalnya biaya penelitian limbah,

Agar peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyelesaian sengketa
lingkungan hidup dapat lebih optimal maka Pemerintah Propinsi Jawa Tengah perlu
memberikan bentuk pengaturan hukum yang jelas tentang peran serta Lembaga Swadaya
Masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dalam membuat kebijakan
pemerintah agar tetap memperhatikan kepentingan kelestarian lingkungan hidup dan
Lembaga Swadaya Masyarakat perlu diberi keleluasaan gerak untuk mengorganisir
-masyarakat sehjfgga masyarakat mampu untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
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